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KATA SAMBUTAN 
Bismillahirrahmanirrahim 
 
!ÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ warahmatullahi  wabarakatuh , 

Segala puji  dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa 4ÁȭÁÌÁȟ atas rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga Modul Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
(PPAIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan 
baik. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 
Ȭ!ÌÁÉÈÉ 7ÁÓÁÌÌÁÍȟ ÂÅÓÅÒÔÁ ËÅÌÕÁÒÇÁȟ ÓÁÈÁÂÁÔȟ ÄÁÎ ÓÅÌÕÒÕÈ pengikutnya hingga akhir 
zaman. 

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan ekonomi dan 
kesejahteraan umat Islam. Oleh karena itu, peran PPAIW KUA menjadi sangat strategis 
dalam memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ikrar 
wakaf. Sebagai bagian dari tugas pelayanan umat, PPAIW memiliki  tanggung jawab untuk 
memastikan bahwa setiap proses perwakafan berjalan sesuai dengan prinsip  syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Modul ini disusun sebagai bagian dari program pembinaan bagi PPAIW dalam 
meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta pemahaman mereka terhadap regulasi 
perwakafan. Materi yang disajikan dalam modul ini  mencakup berbagai aspek, mulai dari 
dasar hukum wakaf, prosedur pembuatan akta ikrar  wakaf, hingga peran strategis PPAIW 
dalam pengelolaan dan pengawasan wakaf. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan 
para PPAIW mampu menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan memberikan 
pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Kami berharap, modul ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam 
pelaksanaan tugas PPAIW di seluruh wilayah Indonesia. Semoga melalui upaya ini, sistem 
perwakafan di Indonesia semakin tertata dengan baik, memberikan manfaat luas bagi 
masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi berbasis 
wakaf. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
ÄÁÌÁÍ ÐÅÎÙÕÓÕÎÁÎ ÍÏÄÕÌ ÉÎÉȢ 3ÅÍÏÇÁ !ÌÌÁÈ 3ÕÂÈÁÎÁÈÕ ×Á 4ÁȭÁÌÁ ÓÅÎÁÎÔÉÁÓÁ 
memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah ini. 
 
7ÁÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ warahmatullahi  wabarakatuh.  

Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. H. Abu Rokhmad,  M.Ag. 
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KATA PENGANTAR 
!ÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ warahmatullahi  wabarakatuh  
 
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga modul Pejabat Pembuat Akta Ikrar  Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama (KUA) 
ini  dapat disusun dan diterbitkan  sebagai bagian dari upaya pembinaan dan peningkatan 
kapasitas bagi para pejabat yang bertugas dalam pelayanan perwakafan di Indonesia. 

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola perwakafan, Kementerian Agama 
Republik Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan terhadap PPAIW 
KUA Kecamatan. Peran PPAIW sangat strategis dalam menjamin legalitas dan keabsahan 
ikrar wakaf, sehingga keberadaan mereka tidak hanya berdimensi administratif, tetapi 
juga memiliki nilai ibadah yang besar dalam mendorong kesejahteraan umat. 

Modul ini disusun sebagai bagian dari pembinaan yang berkelanjutan bagi para 
PPAIW, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 
tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, modul ini juga membahas aspek hukum, 
administrasi, serta teknis dalam proses perwakafan agar para PPAIW dapat menjalankan 
perannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat menjadi rujukan utama dalam 
pembinaan dan peningkatan kapasitas PPAIW, sehingga dapat memberikan manfaat 
yang besar bagi pengembangan perwakafan di Indonesia. 

Akhir kata, kami berharap modul ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan 
menjadi pedoman yang bermanfaat dalam meningkatkan layanan wakaf di Indonesia. 
Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan atas setiap langkah kita dalam 
mengelola dan memajukan perwakafan demi kemaslahatan umat dan bangsa. 
 
7ÁÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ warahmatullahi  wabarakatuh.  
 

Direktur  Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 
 
 

 

 
Prof. Dr. H. Waryono Abdul  Ghafur, M.Ag. 
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A. Latar  Belakang 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan dan 
kesejahteraan umat Islam (Bhaihaqi & Rahayu, 2025). Allah SWT berfirman dalam 
QS. Al-Baqarah ayat 287 yang berbunyi: 

ôϝ̲лΗт̲ϝᴘтᴛ  ̲е̶т̴ϻΖЮϜ ô ̲А ̶е̴в Ϝ̶н̳Ч̴У̶ж̲Ϝ Ϝᴘмᴛ̶е̳̲вϜ  ̴'р ô ̲Ю ϝ̲з̶Ϯ̲Ͻ̶϶̲Ϝ ᴘϝᴛΖг̴в̲м ̶б̳ϧ̶ϡ̲Ѓ̲Ъ ϝ̲в ̴ϥϠ ̶б̳Ы  ̴' ̶̲ Ͻ̶̶ЮϜ ̲ев  ̴  ̲ϩ̶у̴ϡ̲Ϸ̶ЮϜ Ϝн̳гΖг̲у̲Ϧ ̶Ь̲̲м Ќ 

 ̳й̶з̴в  ̲д̶н̳Ч̴У̶з̳Ϧ  ̶б̳ϧ̶Ѓ̲Ю̲м  ̴Ϟ ô ̴й̶т̴ϻ̴϶Ϝ  ̶ᴘЬᴛ̵̴̲Ϝ  ̶д̲Ϝ Ϝ̶н̳Џг̴̶П̳Ϧ  ̶с̴Т  ̴и Ϝᴘмᴛ̶б̳̲Я̶КϜ̲м  Ζд̲Ϝ  ΖЭЮϜᴛ  ̴е̲О р Ϲ̶у̴г̲ϲ ̽̾ṟ  
Ȱ7ÁÈÁÉ orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu 

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. 
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau 
mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. 
Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi -ÁÈÁ 4ÅÒÐÕÊÉȱȢ 

Di Indonesia, pengelolaan wakaf diatur melalui Undang-Undang Tentang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang diperkuat dengan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf. Salah satu aktor kunci dalam pelaksanaan perwakafan 
adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2018 pada pasal 37 ayat (1) disebutkan 
bahwa PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA 
dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Selanjutnya, pada ayat (2) 
juga disebutkan bahwa PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah 
Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. PPAIW merupakan 
pejabat yang berwenang, yang ditunjuk oleh Menteri Agama, untuk membuat Akta 
Ikrar Wakaf (AIW). Dengan demikian, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan bertindak sebagai PPAIW. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PPAIW 
mempunyai peran dalam membuat akta ikrar wakaf. PPAIW juga berperan dalam 
menyajikan administrasi wakaf, pelayanan kebutuhan calon wakif, dan 
mengantisipasi sengketa wakaf (Mardamin & Burhanudin, 2021; Wibisono & 
Muhammad, 2024). PPAIW juga memiliki tanggung jawab penting dalam 
menjembatani kepentingan wakif dan nazhir, serta memastikan bahwa proses 
wakaf berjalan sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Mardamin & Burhanudin, 2021). 

Namun, dalam implementasinya, tantangan pengelolaan wakaf di tingkat KUA 
masih sangat besar. Menurut data Kementerian Agama, tanah wakaf di Indonesia 
yang telah bersertifikat baru mencapai sebanyak 53% atau 445.504 lokasi 
(Firmansyah, 2025; Kemenag, 2025). Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, 
antara lain: keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, masih rendahnya 
kapasitas teknis administrasi, dan kurangnya pemanfaatan sistem digital seperti e- 
AIW (Almalik, 2025) 

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembinaan terstruktur dan sistematis 
bagi para PPAIW agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, 
dan sesuai prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan. Diriwayatkan 
oleh Imam Thabrani, berbunyi, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika 
mengerjakan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya secara itqan (sempurna dan 
ÐÒÏÆÅÓÉÏÎÁÌɊȱ ɉ(2Ȣ 4ÈÁÂÒÁÎÉɊȢ 3ÁÌÁÈ ÓÁÔÕ ÕÐÁÙÁ ÕÎÔÕË ÍÅÎÇÏÐÔÉÍÁÌËÁÎ ÐÅÍÂÉÎÁÁÎ 
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PPAIW adalah dengan menyediakan modul pembinaan. Dengan adanya modul 
pembinaan ini, diharapkan para PPAIW dapat memainkan perannya secara lebih 
efektif sebagai garda terdepan dalam memastikan praktik wakaf yang legal, 
bermanfaat, dan berkelanjutan dalam rangka membangun kesejahteraan umat dan 
mendukung tujuan pembangunan nasional. 

B. Tujuan  Modul  Pembinaan  
Pembinaan terhadap PPAIW bertujuan: 
1. Menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi KUA 

sebagai PPAIW. 
2. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan PPAIW baik dalam bidang 

penguasaan pengetahuan Syariah, keuangan, manajemen, maupun kapasitas 
personal dalam bentuk sikap kepemimpinan pribadi  dan kepeloporan sebagai 
penyelenggara wakaf. 

3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan perwakafan 
yang efektif dan efisien untuk kemaslahatan umat. 

4. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas PPAIW dalam penyelenggaraan 
administrasi perwakafan. 

5. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap PPAIW serta ekosistem 
perwakafan secara umum. 

C. Peta Kompetensi  
Peta kompetensi dalam modul pembinaan PPAIW dirancang untuk memberikan 
arah yang jelas terhadap penguatan kapasitas PPAIW di lingkungan KUA. Modul ini 
menyajikan berbagai materi yang mencakup pemahaman regulasi wakaf, strategi 
pengelolaan wakaf produktif, pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi 
wakaf, serta penguatan sinergi antar lembaga terkait. Dengan pendekatan ini, 
pembinaan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis, guna meningkatkan 
kemampuan PPAIW dalam mengelola wakaf secara profesional, amanah, dan sesuai 
dengan regulasi. 

Secara khusus, modul ini bertujuan agar para PPAIW mampu memahami 
secara komprehensif kebijakan dan regulasi perwakafan di Indonesia, serta 
memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam pengelolaan dan 
optimalisasi aset wakaf untuk kesejahteraan umat. Peta kompetensi ini 
mencerminkan kebutuhan akan integrasi antara pengetahuan konseptual 
(kognitif), sikap profesional dan religius (afektif), serta keterampilan teknis 
(psikomotorik), sehingga PPAIW dapat menjalankan peran strategisnya dalam 
mendukung pembangunan nasional melalui tata kelola wakaf yang baik. 

D. Ruang Lingku p Penggunaan Modul  
Modul ini menyajikan materi pembinaan yang meliputi berbagai aspek penting 
dalam tata kelola wakaf, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan 
kompetensi PPAIW. Materi yang disampaikan meliputi: Pendahuluan, Pemahaman 
Pengetahuan Dasar Perwakafan, Peraturan Perundang-Undangan Terkait 
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (HBW), Tugas dan Peran KUA 
sebagai PPAIW, Peran KUA dalam Pembinaan Masyarakat Terkait Wakaf, Prosedur 
Administrasi HBW Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang, Tata Cara Ikrar  Wakaf 
dan e-AIW, Pemberian Rekomendasi kepada Nazhir, Sinergi Penjagaan HBW Tidak 
Bergerak dan Bergerak Selain Uang, Inventarisasi Data HBW, Pencegahan Konflik 
Wakaf, serta Perancangan Aksi Kolaborasi, Refleksi, Evaluasi Pembinaan, dan 
Penutup. 
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Seluruh materi tersebut disusun untuk membekali PPAIW pada aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotorik  dalam bidang pengelolaan wakaf secara amanah, 
profesional, dan sesuai regulasi. Adapun ruang lingkup materi dalam modul ini 
terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu: 
1. Materi Dasar, mencakup pengantar dan pemahaman fundamental mengenai 

konsep wakaf, landasan hukum, serta peran strategis PPAIW dalam tata kelola 
perwakafan. 

2. Materi Kompetensi Inti, mencakup keterampilan teknis dan administratif 
yang harus dimiliki  PPAIW, termasuk tata cara ikrar  wakaf, pengelolaan harta 
benda wakaf, dan penggunaan sistem e-AIW. 

3. Materi Penunjang, mencakup strategi kolaborasi, pencegahan konflik, refleksi, 
dan evaluasi pembinaan untuk memperkuat implementasi peran PPAIW 
secara menyeluruh. 

E. Sasaran Modul  
Sasaran pembinaan pada modul ini adalah panduan pembinaan bagi Kepala KUA 
selaku PPAIW di tingkat Kecamatan untuk meningkatkan kompetensi dan 
profesionalitasnya. Sekaligus menciptakan ekosistem perwakafan yang lebih 
tertata dan terencana secara komprehensif. Selain itu, modul ini juga bermanfaat 
bagi pelaku perwakafan lainnya, seperti Badan Wakaf Indonesia, Nazhir, dan yang 
terkait. 

F. Desain Kegiatan  
Kegiatan pembinaan PPAIW disusun dengan pendekatan yang komprehensif, 
mengikuti  tahapan pembinaan aktif  yang berpusat pada peserta. Proses pembinaan 
ini dirancang dengan mengintegrasikan tiga ranah domain pembinaan, yaitu 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun kerangka pembinaannya dijelaskan 
pada Gambar 1.1. 

 

 

Kognitif 
(Pengetahuan) 

Afektif 
(Sikap) 

Psikomotorik 
(Keterampilan) 

 

 
Gambar 1. 1. Tiga Ranah Domain  Pembinaan  PPAIW 

Pada ranah kognitif, pembinaan difokuskan untuk meningkatkan pemahaman 
peserta mengenai konsep dasar wakaf, termasuk aspek hukum dan regulasi yang 
mengaturnya. Selanjutnya, pada ranah afektif, pembinaan diarahkan untuk 
menumbuhkan sikap positif, komitmen, serta kepedulian terhadap pentingnya 
pengelolaan wakaf secara amanah dan berkelanjutan. Sedangkan, pada ranah 
psikomotorik, pembinaan bertujuan membekali peserta dengan keterampilan 
praktis dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional, sehingga 
mampu menerapkan pengetahuan dan nilai-nilai wakaf dalam praktik nyata di 
lapangan. 

G. Panduan Penggunaan Modul  
Modul ini dirancang agar materi dan metode yang digunakan dalam pembinaan 
menjadi terstandarisasi. Hal ini untuk memastikan konsistensi substansi sehingga 
peserta menerima materi yang sama dan dengan urutan yang sama. Diharapkan 
dengan panduan ini, kualitas program dapat lebih berkualitas dan terukur.  

Modul secara spesifik berisi tujuan pembinaan dari setiap materi, media yang 
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Materi Pembuka 

Post-Test Evaluasi 
Rencana Tindak 

Lanjut 

digunakan, dan alokasi waktu yang dibutuhkan di setiap pokok bahasannya. Modul 
juga dilengkapi dengan Pre-Test di awal pembinaan, Post-Test, refleksi dan evaluasi 
serta rencana tindak lanjut untuk melihat pencapaian dan dampak pembinaan. 

Alur proses penggunaan modul ini mencakup penyampaian materi yang 
terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: materi penunjang di awal (intro) dan di 
akhir modul (outro), materi umum, serta materi inti. Struktur penyampaian ini 
dirancang untuk membangun pemahaman peserta secara bertahap dan 
menyeluruh, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2. 

Materi Dasar Materi Inti  
 

Gambar 1. 2. Alur  Proses Penggunaan Modul  
Rincian penjabaran materi dalam modul pembinaan disajikan secara 

sistematis dan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 
Tabel  1. 1. Rincian  Penjabaran  Materi  dalam  Modul  Pembinaan  

No. Materi Jumlah JP 
 MATERI DASAR  

1. Tugas dan Peran KUA sebagai PPAIW 1 
 MATERI INTI   

1. 
Peran Kepala KUA sebagai PPAIW dalam Pembinaan 
Masyarakat terkait Pengelolaan Wakaf 

6 

2. Tata Cara Ikrar  Wakaf dan E-AIW 4 
3. Tata Cara Pemberian Rekomendasi kepada Nazhir 2 

4. 
Proses Administrasi Harta Benda Wakaf tidak bergerak dan 
bergerak selain uang 

2 

5. 
Optimalisasi Penjagaan Harta Benda Wakaf tidak bergerak 
dan bergerak selain uang 

2 

6. 
Inventarisasi Data Harta Benda Wakaf tidak bergerak dan 
bergerak selain uang 

2 

7. 
Pencegahan Konflik Harta Benda Wakaf tidak bergerak dan 
bergerak selain uang 

2 

 MATERI PENUNJANG  

1. Pre-Test 0,5 
2. Post-Test 0,5 
3. Evaluasi Penyelenggaraan 1 
4. Total Jam Pembinaan 23 

H. Pendekatan  Pembinaan  
Modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi), 
pendekatan andragogi melibatkan Metode pembelajaran yang partisipatif, seperti 
diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. 
Pendidik dalam konteks andragogi berperan sebagai fasilitator yang membantu 
peserta didik menemukan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan 
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mereka sendiri, daripada hanya memberikan informasi secara satu arah. 
Model praktis dari pendekatan andragogi berbasis pengalaman dan 

partisipasi aktif peserta didik sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3. 
Peserta 

terlibat  dalam 
pengalaman 
langsung atau 
kejadian yang 

Peserta 
merefleksikan 
atau merenungkan 
pengalaman 
tersebut. 

 

Concrete 
Experience 

Reflective 
Observation 

 
 

 
 

 
Peserta 

Active 
Experiment 

ation 

 
Conceptualization 

Peserta mulai 

menguji 
konsep 
tersebut dalam 
situasi atau 
pengalaman 

membentuk konsep 
atau generalisasi 
berdasarkan refleksi 
mereka terhadap 
pengalaman 

 
Gambar 1. 3. Model  Pendekatan  Andragogi  Siklus  Kolb  

Dengan pendekatan ini dapat dijelaskan beberapa hal dalam proses 
pembelajaran pembinaan antara lain: 
1. Pembelajaran Berbasis Pengalaman. Pengalaman peserta dilapangan terkait 

pengelolaan wakaf merupakan sumber belajar yang berharga dan menjadikan 
pengalaman sebagai titik awal dari proses pembelajaran. 

2. Partisipasi Aktif. Partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran 
menekankan bahwa peserta sebagai pembelajar mandiri yang bertanggung 
jawab atas pembelajaran mereka sendiri serta merefleksikan pengalaman 
mereka dan menguji konsep-konsep yang ada 

3. Relevansi dan Penerapan. Pentingnya pembelajaran yang relevan dengan 
kebutuhan dan minat peserta, serta dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Model pendekatan yang ada dapat mereka gunakan untuk 
memecahkan masalah atau mencapai tujuan mereka. 

I. Prinsip  Pembinaan  
Pembinaan PPAIW mengacu pada lima prinsip  utama coaching kepemimpinan yang 
efektif menurut Cecilia Gorman, yang berfokus pada pengembangan potensi dan 
profesionalisme melalui pendekatan yang humanis dan terstruktur. 
1. Membangun Kepercayaan dan Hubungan - Fondasi Pembinaan. Kepercayaan 

adalah dasar utama dalam hubungan coaching yang sukses. Pembinaan yang 
efektif harus menciptakan lingkungan aman dan terbuka melalui konsistensi, 
empati, kerahasiaan, dan komunikasi yang membangun hubungan. Hubungan 
ini memungkinkan peserta untuk terbuka terhadap perubahan dan 
pengembangan diri secara berkelanjutan. 

2. Mendengarkan Aktif - Kekuatan Inti Seorang Pembina. Mendengarkan aktif 
tidak sekadar mendengar kata-kata, tetapi juga memahami emosi, bahasa 
tubuh, dan makna di balik ucapan. Teknik yang digunakan meliputi 
keheningan reflektif, mendengarkan reflektif, dan pertanyaan terbuka yang 
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mendalam. Hal ini membangun kepercayaan dan memperkuat efektivitas 
pembinaan. 

3. Penetapan Tujuan - Arah yang Jelas dalam Pembinaan. Tujuan pembinaan 
berperan sebagai panduan utama. Tujuan yang efektif harus bersifat spesifik, 
terukur, realistis, relevan, dan terikat waktu (SMART). Setelah itu, rencana 
aksi dan pemantauan berkala disusun bersama coachee untuk menjaga 
kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. 

4. Umpan Balik Konstruktif  - Katalisator Pertumbuhan. Umpan balik adalah alat 
penting dalam coaching yang harus disampaikan secara spesifik, tepat waktu, 
dan dengan pendekatan membangun. Proses ini harus bersifat dua arahɂ 
coachee pun didorong memberi umpan balik kepada coach untuk 
menciptakan hubungan yang saling berkembang dan memberdayakan. 

5. Pendekatan Berbasis Kekuatan - Mengoptimalkan Potensi. Fokus pembinaan 
diarahkan pada penggalian dan pemanfaatan kekuatan coachee, bukan pada 
kelemahannya. Pendekatan ini melibatkan identifikasi kekuatan melalui 
refleksi, integrasi kekuatan dalam tugas sehari-hari, serta pengakuan dan 
apresiasi atas pencapaian yang berbasis kekuatan. 
Kelima prinsip tersebut membentuk kerangka strategis dalam proses 

pembinaan PPAIW, dengan tujuan menciptakan agen perubahan yang berdaya, 
reflektif, dan profesional dalam mengelola amanah wakaf. Kerangka ini dijelaskan 
secara visual pada Gambar 1.4. 

 
Membangun 

Kepercayaan 
dan Hubungan 

- Fondasi 
Pembinaan 

 

Pendekatan 
Berbasis 

Kekuatan - 
Mengoptimal 
kan Potensi 
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Pembinaan 

Mendengarka 
n Aktif - 

Kekuatan Inti  
Seorang 
Pembina 

 

 
 

Umpan Balik 
Konstruktif  - 
Katalisator 

Pertumbuhan 

Penetapan 
Tujuan - Arah 

yang Jelas 
dalam 

Pembinaan 

Gambar 1. 4. Prinsip -Prinsip  Pembinaan  Model  Gorman 
Sumber: Gorman (2023) 

J. Target  Peserta 
Target peserta pembinaan adalah PPAIW yang berjumlah sebanyak 5.917 Kepala 
KUA. Setiap kegiatan pembinaan akan diikuti  oleh maksimal 30 peserta, yang telah 
memenuhi kriteria yang ditetapkan dan menyatakan kesediaannya untuk 
mengikuti kegiatan secara penuh. 

K. Fasilitator  
Fasilitator dalam pembinaan PPAIW berperan dalam memandu proses diskusi, 
memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan agar peserta dapat belajar dan 
berkembang secara mandiri. Fasilitator memiliki peran diantaranya: 
1. Fasilitator membantu kelompok atau individu untuk mengikuti alur yang 

sistematis dan terstruktur. 
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2. Fasilitator menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif  agar 
peserta merasa bebas untuk berpartisipasi dan berdiskusi. 

3. Fasilitator mendorong semua peserta untuk berpartisipasi aktif  dalam proses 
diskusi dan pengambilan keputusan. 

4. Fasilitator membantu peserta untuk berkomunikasi secara efektif, saling 
mendengarkan, dan memahami perspektif yang berbeda. 

5. Fasilitator membantu kelompok untuk mengelola dan menyelesaikan konflik 
secara efektif. 

6. Fasilitator memberikan Umpan Balik yang konstruktif kepada peserta untuk 
membantu mereka belajar dan berkembang. 

L. Acara Kegiatan  
Susunan acara kegiatan pembinaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.2. 

Tabel  1. 2. Susunan Acara Pembinaan  Kepala KUA sebagai PPAIW 
No Hari  Pertama  Keterangan  
1 12.00-13.00 Peserta check-in dan makan siang 

2 13.00-15.30 Membangun Awareness Peran KUA dalam 
Mengembangkan Perwakafan Nasional 
Perkenalan, Berbagi Pengalaman, Motivasi, 
Kesiapan pembinaan 
Overview kegiatan 

3 15.30-16.00 Istirahat 

4 16.00-18.00 Pembukaan oleh Pimpinan 
Ȱ!ÒÁÈ Kebijakan Strategis KUA sebagai PPAIW 

5 18.00-19.30 Istirahat 

6 19.30-21.00 Materi Umum: Ȱ4ÕÇÁÓ dan Peran KUA sebagai 
00!)7ȱ 

 Hari Kedua  

7 07.30-08.00 Reviu Harian 

8 08.00-10.00 Materi Inti  1: Ȱ0ÅÒÁÎ KUA sebagai PPAIW dalam 
Pembinaan Masyarakat terkait  Pengelolaan 
7ÁËÁÆȢȱ 

9 10.00-10.15 Coffee Break 

10 10.15-12.00 Materi Inti  1: Ȱ0ÅÒÁÎ KUA sebagai PPAIW dalam 
Pembinaan Masyarakat terkait Pengelolaan 
7ÁËÁÆȢȱ ɉÌÁÎÊÕÔÁÎ ρɊ 

11 12.00-13.00 Istirahat 

12 13.00-13.45 Materi Inti  1: Ȱ0ÅÒÁÎ KUA sebagai PPAIW dalam 
Pembinaan Masyarakat terkait  Pengelolaan 
7ÁËÁÆȢȱ (lanjutan 2) 

13 13.45-14.00 Ice Breaking 

14 14.00-15.30 Materi Inti  2: Ȱ4ÁÔÁ cara Pengesahan Ikrar  
wakaf dan e-!)7ȱ 

15 15.30-16.00 Istirahat 

16 16.00-17.30 Materi Inti  2: Ȱ4ÁÔÁ cara Pengesahan Ikrar  
wakaf dan e-!)7ȱ (lanjutan)  

17 17.30-19.30 Istirahat 

18 19.30-21.00 Materi Inti  3: Ȱ4ÁÔÁ cara Pemberian 
2ÅËÏÍÅÎÄÁÓÉ ËÅÐÁÄÁ .ÁÚÈÉÒȱ 
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No Hari  Pertama  Keterangan  
 Hari Ketiga  

19 07.30-08.00 Reviu Harian 

20 08.00-09.30 Materi Inti  4: Ȱ0ÒÏÓÅÓ Administrasi Harta Benda 
Wakaf Tidak Bergerak dan Bergerak Selain 
5ÁÎÇȱ 

21 09.30-09.45 Coffee Break 

22 09.45-11.15 Materi Inti  5: Ȱ/ÐÔÉÍÁÌÉÓÁÓÉ Penjagaan Harta 
Benda Wakaf Tidak Bergerak dan Bergerak 
ÓÅÌÁÉÎ 5ÁÎÇȱ 

23 11.15-12.00 Ice Breaking 
24 12.00-13.00 Istirahat 

25 13.00-14.30 Materi Inti  6: Ȱ)ÎÖÅÎÔÁÒÉÓÁÓÉ Data Harta Benda 
Wakaf Tidak Bergerak dan Bergerak selain 
5ÁÎÇȱ 

26 14.30-15.30 Istirahat 

27 15.30-17.00 Materi Inti  7: Ȱ0ÅÎÃÅÇÁÈÁÎ Konflik Harta Benda 
Wakaf Tidak Bergerak dan Bergerak selain 
5ÁÎÇȱ 

28 17.00-19.00 Istirahat 
29 19.00-21.00 Merancang Aksi 

 Hari Keempat  

30 07.30-08.00 Reviu Harian 
31 08.00-10.00 Post-Test, Refleksi, Rencana Tindak Lanjut 
32 10.00-10.15 Coffee Break 
33 10.15-12.00 Evaluasi & Penutupan 

Modul ini merupakan panduan bagi fasilitator guna memandu jalannya 
kegiatan pembinaan. Meski demikian, penyesuaian secara dinamis dapat dilakukan 
dengan menjaga dinamika dalam pelaksanaannya dan tetap menjaga 
kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran pembinaan. 



 

BAB II  
MEMAHAMI PENGETAHUAN DASAR PERWAKAFAN 

 
A. Ringkasan 

Bab ini membahas tentang memahami pengertian wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, 
fungsi sosial dan ekonomi wakaf, tujuan wakaf dalam pembangunan nasional, 
wakaf sebagai instrumen kesejahteraan dan keberlanjutan, mengetahui 
perkembangan perwakafan nasional, sejarah dan transformasi wakaf di Indonesia, 
dinamika regulasi dan kebijakan wakaf nasional, tantangan dan peluang 
perwakafan di era modern, serta peran strategis wakaf produktif  di era industri  4.0. 

B. Pengertian  
Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang berkaitan 
erat dengan aspek ibadah dan sosial. Dalam konteks bahasa (etimologi), kata wakaf 
berasal dari bahasa Arab СЦнЮϜ (al-waqf), yang berarti  Ȱmenahanȱȟ Ȱberhentiȱȟ atau 
ȰÍÅÎÃÅÇÁÈȱ ɉ:ÕÈÒÉÙȟ ςπρυɊȢ -ÁËÎÁ ÄÁÓÁÒÎÙÁ ÁÄÁÌÁÈ ÍÅÎÁÈÁÎ ÓÕÁÔÕ ÂÅÎÄÁ ÁÇÁÒ 
tidak berpindah tangan atau kepemilikannya tidak berubah, tetapi manfaat dari 
benda tersebut tetap dapat diberikan atau disalurkan. Dalam bahasa Inggris, istilah 
ini  umum dikenal sebagai endowment atau charitable trust, yaitu harta yang ditahan 
untuk digunakan bagi kepentingan amal secara berkelanjutan (Kahf & Mohomed, 
2017). 

Selanjutnya, definisi wakaf secara terminologis mengacu pada madzhab- 
madzhab fiqih (Hidayat, ςπρφɊȢ 0ÅÒÔÁÍÁȟ ÍÅÎÕÒÕÔ -ÁÄÚÈÁÂ 3ÙÁÆÉȭÉÙȟ ×ÁËÁÆ ÁÄÁÌÁÈ 
menahan harta milik  yang dapat dipindah dan bisa dimanfaatkan dengan tetap utuh 
barangnya dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada 
sesuatu yang mubâh dan mawjûd (berwujud). Kedua, menurut Madzhab Hanafiy, 
wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang 
disedekahkan adalah manfaatnya saja. 

Ketiga, menurut Madzhab Malikiy, wakaf adalah menjadikan manfaat benda 
yang dimiliki,  baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang 
yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang 
dikehendaki oleh yang mewakafkan. Keempat, menurut Madzhab Hanbaliy, wakaf 
adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang 
bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan 
pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Dengan demikian, wakaf secara terminologis dalam hukum Islam dapat 
didefinisikan sebagai tindakan menahan harta dari kepemilikan pribadi dan 
menetapkan manfaatnya untuk tujuan ibadah atau sosial, dengan prinsip utama 
bahwa harta pokok tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan. Prinsip ini  dikenal 
dengan istilah perpetuitas, yakni keberlangsungan manfaat untuk kepentingan 
umum tanpa batas waktu atau sesuai dengan ketentuan akad wakaf (Kahf, 2003). 
)ÍÁÍ 3ÙÁÆÉȭÉ ÍÅÎÊÅÌÁÓËÁÎ ÔÅÎÔÁÎÇ ×ÁËÁÆ ÓÅÂÁÇÁÉ ͼÍÅÎÁÈÁÎ ÐÏËÏË ÈÁÒÔÁ ɉÃÏÒÐÕÓɊ 
dan menggunakan hasilnya (benefit) untuk jalan Allah," dan ditegaskan bahwa 
pokok harta tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan hanya manfaatnya 
yang boleh digunakan untuk kepentingan umum dan agama (Awalluddin, 2022). 

Wakaf merupakan ibadah sosial yang berpahala terus-menerus, sebagaimana 
tercermin dalam Al-1ÕÒȭÁÎ ÓÕÒÁÔ !Ì-Baqarah ayat 261 yang menggambarkan 
ganjaran berlipat bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. 

 ̳Э̲ϫ̲в  ΖЬϜ Ϻ̧ ę ̲ет  ̳р ęд ¸ ̳ХТ ę ̲дм  ̲Ϝ ę ̳й̲ЮϜ̲нв ęа Р ̧ęр ϟ̲Ђ ̧ęр Ь̧   ̵ЭЮϜᴛ ̧ ̲ϩ̲г̲Ъ Ь̧  Ζϟ̲ϲ ĂϢ  ̲Ϝ  
Ṥ̶ ę ̲ϥ̲ϡж ęϤ  ̲Ѐ ę ̲ЙϠ Ϟϝ̲з̲Ђ ̧̲Ь Р ̧ęр  ̳Ш ¸'Ь  ̳Ѐ

  Ṥ̶ ę ̲Э̳ϡж ĂϢ 
 

 

 

9 



10 
 

 '¸ ̳ϣ̲Ϛϝв  Ζϟ̲ϲ ĂϢ  ΗЭЮϜᴛ̲м Ѝᴛ̳т ¸ ̳СК  ̧̲бЮ ęд  Ṧϝ̲ЇΖт  ̭̳  ΗЭЮϜᴛ̲м Ϝ̲м Ѐ̧ И  ̲И Ь̧ ęр а 
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah 

seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh 
tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. (Al Baqarah 261) 
Dalam praktiknya, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti 

tanah dan bangunan, tetapi juga telah berkembang mencakup wakaf uang (cash 
waqf), surat berharga syariah, bahkan aset digital yang bernilai. Semua bentuk 
wakaf ini  diikat  oleh prinsip  utama yaitu nilai  kemanfaatan yang berkelanjutan dan 
penggunaannya untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, tempat 

ibadah, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pengentasan kemiskinan 
(Mutmainah et al., 2022; S et al., 2025). Dengan demikian, wakaf bukan hanya 
merupakan bentuk amal jariyah, tetapi juga instrumen sosial ekonomi yang 
memiliki  potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola 
secara profesional dan sesuai pri nsip syariah (Pinasti & Achiria, 2024; Wibowo, 

2023). 
Di Indonesia, pengertian wakaf diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan 
hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya 
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah. 

Secara regulasi, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 6 (enam) unsur wakaf 
sebagaimana pada Gambar 1.1. 
a. Wakif, yaitu: 
b. Nazhir; 
c. Harta Benda Wakaf; 
d. Ikrar  Wakaf; 
e. peruntukan harta benda wakaf; 
f. jangka waktu wakaf. 

Pengaturan kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan mendorong 
pengelolaan wakaf yang profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum maupun secara moral. 

C. Memahami  Tujuan  dan Fungsi Wakaf  
Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan Islam yang memiliki kontribusi 
besar untuk pembangunan sebuah negara (PPN/Bappenas, 2018). Dalam konteks 
Islam, wakaf dipandang sebagai bentuk amal jariyah yang manfaatnya terus 
mengalir kepada masyarakat luas (Wahyuni et al., 2023). Memahami hukum wakaf 
termasuk bagian dari menjaga agama (hifdzuddin). 

Di Indonesia, wakaf telah diatur dalam kerangka hukum nasional melalui 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memperjelas regulasi 
pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk mendukung pemberdayaan umat dan 
pembangunan nasional. Selain sebagai instrumen ibadah, wakaf juga memiliki 
fungsi sosial dan ekonomi yang strategis. Melalui pengelolaan aset wakaf yang 
produktif, lembaga wakaf mampu memberikan kontribusi signifikan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan 
memperkuat basis ekonomi syariah (Zainuddin et al., 2020). Fungsi utama wakaf 
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"Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari 
seorang Mukmin,  maka Allah  melapangkan  darinya  satu kesusahan 

di hari Kiamat" (HR. Muslim).  

mencakup penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan 
kemiskinan, yang semuanya mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil 
dan sejahtera (Widiastuti et al., 2022). 

Peran strategis wakaf dalam pembangunan nasional semakin diperkuat 
melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan wakaf uang dan integrasi wakaf 
produktif  dengan sektor keuangan syariah nasional. Model-model baru pengelolaan 
wakaf modern telah menunjukkan potensi besar dalam memperkuat ketahanan 
ekonomi nasional sekaligus memberdayakan umat melalui investasi berbasis 
prinsip  syariah (Afifah & Indrayani, 2024). Dengan demikian, pemahaman terhadap 
dasar konseptual, fungsi, serta peran strategis wakaf sangat penting untuk 
mengoptimalkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional dan 
kessejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Rohmatillah, 2023). 

Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf hadir 
sebagai landasan hukum yang 
kokoh untuk menata dan 
mengembangkan praktik wakaf di 
Indonesia. Dalam semangatnya, 
undang-undang ini tidak hanya 
mengatur aspek administratif dan 
prosedural, tetapi juga 

menggariskan tujuan mulia dari institusi wakaf. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB II Pasal 4 tujuan utama wakaf adalah 
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi 
wakaf di pasal 5 adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 
wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum 

D. Fungsi Sosial dan Ekonomi  Wakaf  
Fungsi wakaf tidak hanya terbatas sebagai bentuk amal atau ibadah, tetapi 

juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Wakaf dapat 
berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, sumber pembiayaan sosial, dan 
mekanisme perlindungan sosial yang dapat menjangkau masyarakat miskin dan 
rentan (Musthofa & Haidlir, 2022; Ridwan, 2012). 

Fungsi sosial wakaf dalam masyarakat Islam memiliki peran penting dalam 
memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, dan ibadah, yang kesemuanya 
berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. Pertama , bidang pendidikan. Wakaf 
telah menjadi fondasi berdirinya banyak institusi pendidikan Islam klasik dan 
modern, seperti sekolah, pesantren, dan universitas yang dibiayai dari aset wakaf 
(Syafiq, 2014). Kedua, bidang kesehatan, rumah sakit dan klinik berbasis wakaf 
menyediakan layanan medis yang sangat vital, terutama bagi kelompok masyarakat 
kurang mampu (Selasi, 2021). Ketiga , bidang keagamaan. Hampir seluruh masjid, 
musala, dan madrasah di dunia Islam dibangun menggunakan dana atau tanah 
wakaf sebagai manifestasi nyata dari peran sosial wakaf dalam memperkokoh 
kehidupan beragama (Asytuti, 2012). 

 

 
Tujuan Wakaf: 

memanfaatkan  harta  benda wakaf  
sesuai dengan fungsinya  
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Tabel 2. 1. Fungsi Sosial Wakaf 
Bidang Peran Wakaf  

Pendidikan  Mendirikan dan membiayai institusi pendidikan Islam, seperti 
sekolah, pesantren, dan universitas. 

Kesehatan Menyediakan layanan medis melalui rumah sakit dan klinik 
wakaf, terutama bagi masyarakat kurang mampu. 

Keagamaan Membangun masjid, mushola, dan madrasah dengan dana 
atau tanah wakaf untuk memperkuat kehidupan beragama. 

Sumber: Asytuti (2012), Selasi (2021), dan Syafiq (2014) 
Wakaf juga berfungsi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi umat melalui 

optimalisasi aset yang ada menjadi sumber ekonomi produktif.  Dengan pendekatan 
wakaf produktif, hasil dari pengelolaan properti, bisnis, maupun sektor keuangan 
syariah dari aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan 
kesehatan, serta kegiatan sosial-ekonomi lainnya (Nawawi, 2015; Suherli et al., 
2024). Selain itu, wakaf berperan sebagai investasi sosial berkelanjutan yang 
mampu menyediakan pembiayaan mandiri  di luar intervensi APBN/D. Melalui cash 
waqf linked sukuk, wakaf bahkan mampu mendukung keuangan negara secara lebih 
inovatif dan berkelanjutan (Rahmayati, 2021). 

Di tengah ketidakpastian ekonomi, wakaf juga berperan sebagai stabilisator 
ekonomi umat. Dana wakaf yang dikelola dengan prinsip keuangan syariah dapat 
menjadi cadangan darurat untuk menghadapi resesi atau krisis sosial-ekonomi, 
seperti penyediaan modal usaha mikro tanpa riba, program pangan, dan layanan 
kesehatan masyarakat (Syafii, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang 
efektif bukan hanya mendukung keberlanjutan pembangunan sosial, tetapi juga 
memperkuat ketahanan dan daya tahan ekonomi umat terhadap dinamika global 
yang penuh tantangan. Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar ibadah, tetapi 
juga mekanisme pemberdayaan ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara 
strategis. 

E. Tujuan  Wakaf  dalam  Pembangunan Nasional  
Wakaf memiliki  kontribusi  besar dalam mendukung tujuan pembangunan nasional, 
terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta 
penguatan ekonomi umat. Berdasarkan arah kebijakan nasional dalam 
pembangunan ekonomi syariah, wakaf ditempatkan sebagai instrumen keuangan 
sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan 
kesejahteraan masyarakat (Asytuti, 2012; Haryanto, 2013; Syakir, 2016). Wakaf 
memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama 
dengan meningkatkan akses layanan publik berbasis masyarakat seperti 
pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan 
terhadap usaha kecil dan menengah berbasis wakaf, serta mendorong program 
pengentasan kemiskinan dengan menyediakan fasilitas sosial dan ekonomi tanpa 
membebani APBN/APBD. 

Selain itu, wakaf berperan penting dalam mendorong kemandirian sosial dan 
ekonomi melalui partisipasi aktif  masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf secara 
berkelanjutan. Wakaf juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung program 
reformasi agraria dan distribusi aset yang adil dan produktif. Melalui pengelolaan 
yang baik dan regulatif, wakaf memiliki potensi untuk memberikan kontribusi 
signifikan  terhadap  pencapaian  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  dan 
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mendukung visi Indonesia Emas 2045 (Sujono & Layli, 2022; Tanjung, 2022). Hal 
ini dijelaskan pada Gambar 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. 1. Sustainable  Development  Goals (SDGs) 

Sumber: United Nations (2018) 
F. Wakaf  sebagai Instrumen  Kesejahteraan  dan Keberlanjutan  

Wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang memiliki nilai keberlanjutan 
(sustainability). Dalam konsep keuangan Islam, wakaf adalah satu-satunya 
instrumen yang tidak bersifat konsumtif, tetapi produktif dan perpetual 
(berkelanjutan). Wakaf memungkinkan terjadinya kesinambungan antara kebaikan 
spiritual dan manfaat duniawi yang terus mengalir bahkan setelah pewakaf 
meninggal dunia (Tauhid, 2025). Sebagai instrumen kesejahteraan, wakaf memiliki 
potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Wakaf mampu 
mengurangi ketimpangan sosial dengan menjangkau kelompok masyarakat yang 
belum terlayani secara optimal (Faozan et al., 2025). Selain itu, wakaf juga berfungsi 
mengurangi beban fiskal pemerintah dalam penyediaan layanan dasar publik, 
melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial tanpa 
membebani anggaran negara (Faozan et al., 2025). 

Tidak hanya itu, wakaf menghasilkan pendapatan pasif yang dapat digunakan 
untuk mendukung program sosial lainnya, memperluas cakupan bantuan 
kemanusiaan serta memperkuat ketahanan ekonomi komunitas. Melalui 
pengelolaan yang profesional dan amanah, wakaf memungkinkan pengembangan 
aset milik umat menjadi instrumen ekonomi produktif yang berkelanjutan, 
memastikan bahwa manfaat dari aset tersebut terus mengalir kepada masyarakat 
lintas generasi (Faozan et al., 2025). 

Namun demikian, agar wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai 
instrumen kesejahteraan dan keberlanjutan, diperlukan sejumlah upaya strategis 
yang terintegrasi. Pertama, dibutuhkan nazhir yang profesional dan berintegritas, 
yang mampu mengelola aset wakaf secara amanah, produktif, dan berkelanjutan 
(Pertiwi & Litriani, 2024). Kedua, dukungan regulasi dan pengawasan yang kuat 
sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek 
pengelolaan wakaf (Adainuri et al., 2024). 
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"...supaya harta  itu  tidak  beredar  di  antara  orang -orang  kaya saja 
di antara kamu." (Al -1ÕÒȭÁÎ ÓÕÒÁÔ ÁÌ-Hasyr:7)  

Ketiga, perlu dilakukan penguatan terhadap kelembagaan Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) beserta perwakilannya di tingkat daerah, mengingat peran 
strategis mereka sebagai fasilitator, pembina, dan advokat dalam membangun 
ekosistem wakaf nasional (Aminuddin et al., 2025). Keempat, dibutuhkan 
digitalisasi dan pengembangan sistem informasi wakaf nasional yang terintegrasi, 
guna memperkuat basis data, meningkatkan literasi publik, serta memastikan 
transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf (Adainuri  et al., 2024; Aryana, 2021). 

 

Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi dan tujuan wakaf tidak hanya 
penting bagi nazhir, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola 
wakaf, termasuk PPAIW di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai garda 
terdepan, PPAIW memiliki peran strategis dalam pembinaan, advokasi, dan 
fasilitasi pengelolaan wakaf di tingkat masyarakat (Melinda, 2024). 

G. Mengetahui  Perkembangan  Perwakafan  Nasional  
Wakaf merupakan instit usi Islam yang telah berakar kuat dalam sejarah umat Islam, 
termasuk di Indonesia. Perkembangannya dari Waktu ke Waktu mencerminkan 
proses panjang bagaimana sistem wakaf beradaptasi dengan dinamika masyarakat, 
regulasi negara, dan tantangan zaman (Piliyanti, 2010; Supriyadi & Hadi, 2019). 
Dalam konteks nasional, transformasi kelembagaan wakaf di Indonesia menjadi 
lebih formal dan sistematis seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
(Musthofa & Haidlir, 2022). Salah satu amanah yang menjadi motivasi 
pembentukan BWI adalah melanjutkan misi amal jariyah wakif. Hal ini sesuai 
dengan Al-1ÕÒȭÁÎ ÓÕÒÁÔ ÁÌ-Hasyr:7 

Selain itu, inovasi wakaf di era digital juga mendorong optimalisasi peran 
wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, memperluas manfaatnya di 
berbagai sektor ekonomi dan sosial (Nuradi et al., 2024). Oleh karena itu, 
pemahaman mengenai sejarah, transformasi kelembagaan, serta kebijakan yang 
mengatur wakaf menjadi penting bagi semua pihak yang berkontribusi dalam 
pembangunan nasional di era modern. 

H. Sejarah dan Transformasi  Wakaf  di  Indonesia  
Jejak wakaf di Indonesia telah ada sejak masa awal masuknya Islam di Nusantara. 
Sejak abad ke-13 Masehi, banyak masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan yang 
berdiri atas tanah wakaf, menunjukkan bagaimana wakaf menjadi bagian integral 
dari kehidupan umat Islam (Kasdi, 2015). Pada masa kolonial Belanda, sistem 
wakaf dikelola secara mandiri  oleh masyarakat, meski tanpa struktur  administratif  
dan hukum yang jelas. Wakaf tetap berkembang meskipun belum ada perlindungan 
hukum formal yang kuat saat itu (Supriyadi & Hadi, 2019). Pasca-kemerdekaan, 
pemerintah Indonesia mulai berupaya menertibkan administrasi wakaf, yang 
ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang 
Perwakafan Tanah Milik, yang berfokus pada aspek pencatatan dan administrasi 
wakaf, namun masih terbatas pada tanah milik (Hadi, 2020) 

Transformasi besar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang secara 
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fundamental mengubah paradigma wakaf dari sekadar kegiatan sosial keagamaan 
menjadi instrumen strategis untuk pembangunan sosial ekonomi (Lubis, 2023; 
Syahbibi & Hisan, 2023). Undang-undang ini juga menjadi landasan berdirinya 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk 
mengelola, mengembangkan, dan memajukan wakaf secara nasional (Adainuri et 
al., 2024). Selanjutnya, transformasi terus berlanjut dengan lahirnya konsep wakaf 
uang yang membuka peluang baru dalam pengelolaan wakaf, penerapan digitalisasi 
sistem wakaf, serta kolaborasi antara BWI dengan lembaga keuangan syariah dan 
kementerian terkait (Miftahuddin et al., 2023; Rahmawati et al., 2021). Perubahan 
ini menandai pergeseran besar dalam praktik  perwakafan di Indonesia dari sistem 
tradisional menuju tata kelola wakaf yang lebih profesional, transparan, dan 
modern, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Jamilullah, 2023; 
Pertiwi & Litriani, 2024 ). 

I. Dinamika  Regulasi dan Kebijakan  Wakaf  Nasional  
Perkembangan wakaf di Indonesia tidak lepas dari peran regulasi yang 
memberikan kepastian hukum bagi tata kelola wakaf. Sebagaimana lembaga 
lainnya, wakaf memerlukan kepastian hukum agar dapat dikelola secara aman, 
produktif, dan berkelanjutan (Karuniawati & Qamariyanti, 2024). Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi tonggak utama dalam sistem hukum 
perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting 
mulai dari perwakafan benda tidak bergerak hingga benda bergerak. Untuk 
memperkuat implementasi UU tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memperjelas prosedur dan mekanisme 
administrasi wakaf, serta memperkuat peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf 
(Alimuddin et al., 2025; Fauzy, 2025). 

Dinamika kebijakan wakaf di Indonesia menunjukkan semangat reformasi 
yang kuat dalam mendorong optimalisasi fungsi wakaf. Fokus kebijakan tidak lagi 
sebatas pada pelestarian aset wakaf secara statis, melainkan pada pemberdayaan 
ekonomi umat melalui model wakaf produktif (Yunita, 2015). Salah satu 
manifestasi reformasi ini adalah pelibatan aktif  lembaga keuangan syariah sebagai 
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang memperluas 
akses masyarakat terhadap instrumen wakaf uang. Sertifikasi nazhir juga menjadi 
langkah strategis yang diperkenalkan untuk meningkatkan kompetensi dan 
integritas para pengelola wakaf, menjamin profesionalitas dalam pengelolaan aset 
(Supriyadi & Hadi, 2019). Namun, dinamika regulasi ini sekaligus menuntut 
peningkatan kapasitas semua pihak terkait, termasuk PPAIW. Tanpa pemahaman 
yang utuh terhadap regulasi yang berlaku, risiko  konflik  administratif  dan sengketa 
hukum dapat terjadi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap 
institusi wakaf (Makhrus, 2019). 

J. Tantangan  dan Peluang Perwakafan  di  Era Modern  
Di era modern, perwakafan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan 
struktu ral dan kultural,  namun sekaligus dibukakan banyak peluang strategis. Salah 
satu tantangan utama adalah rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat 
umum maupun di antara para pengelola wakaf, sehingga kesadaran dan partisipasi 
masyarakat masih terbatas (Faujiah & Imron, 2022). Selain itu, kapasitas nazhir 
masih banyak yang lemah, baik dari aspek manajerial maupun finansial, 
menyebabkan pengelolaan aset wakaf belum optimal (Wira et al., 2021). 
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Pendataan dan pendokumentasian aset wakaf menjadi tantangan serius 
dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Banyak aset wakaf yang belum 
terinventarisasi dengan baik, yang berdampak pada ketidakjelasan status 
kepemilikan serta pengelolaan yang kurang optimal (Imari & Syamsuri, 2017). 
Kurangnya dokumentasi resmi dan sertifikasi  atas aset wakaf ini  menyebabkan aset 
tersebut rentan terhadap sengketa hukum dan pengalihan fungsi yang tidak sesuai 
dengan maksud wakif (Kurniawan et al., 2021). 

Upaya inventarisasi, dokumentasi, serta pemetaan aset wakaf secara nasional 
perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga keamanan aset 
serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya (Aryana, 2021). Oleh karena itu, 
inovasi seperti sistem informasi wakaf berbasis digital menjadi salah satu solusi 
dalam mempercepat proses pendataan dan pelaporan wakaf (Kurniawan et al., 
2021). Di samping itu, kolaborasi antar lembaga dan sektor, baik pemerintah, 
swasta, maupun komunitas, belum terbangun secara sistematis dan terintegrasi, 
sehingga potensi besar wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat 
belum termanfaatkan secara maksimal (Septiana et al., 2024). 

Di balik berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf, terdapat peluang besar 
yang dapat dioptimalkan. Salah satunya adalah digitalisasi sistem wakaf yang 
memudahkan pencatatan, pelaporan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan 
(Syaugi et al., 2024). Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan 
perusahaan fintech dalam pengelolaan wakaf uang membuka akses yang lebih luas 
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf secara lebih mudah dan aman 
(Irwansyah, 2022). 

Potensi ekonomi wakaf produktif di sektor pendidikan, pertanian, properti, 
dan UMKM juga sangat besar. Melalui pengelolaan wakaf produktif,  aset umat dapat 
dikembangkan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional (Bayinah et al., 
2021; Yuliana et al., 2023). Lebih jauh, penguatan regulasi dan standarisasi 
kelembagaan wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perwakilannya di 
daerah akan meningkatkan profesionalitas dan tata kelola yang akuntabel 
(Ihwanudin et al., 2023). Dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah 
nasional, khususnya dalam kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 
(MEKSI), menjadi katalisator penting dalam memperluas peran wakaf dalam 
pembangunan nasional (Mukhlisn, 2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. 2. Masterplan  Ekonomi  Syariah Indonesia  (MEKSI) 2025 -2029  
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Oleh karena itu, PPAIW harus mampu menjawab tantangan ini dengan 
inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar 
potensi besar ini dapat terwujud secara optimal. 

K. Peran Strategis  Wakaf  Produktif  di  Era Industri  4.0 
Era Industri 4.0 ditandai oleh percepatan teknologi seperti big data, artificial 
intelligence, internet of things, dan sistem otomatisasi. Dalam konteks ini, sistem 
wakaf juga perlu beradaptasi untuk tetap relevan. Konsep wakaf produktif  menjadi 
jawaban atas kebutuhan tersebut. Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan 
wakaf yang tidak hanya menjaga nilai pokok harta wakaf, tetapi juga 
mengembangkan dan memanfaatkannya agar menghasilkan nilai ekonomi 
berkelanjutan. Model ini sangat cocok diterapkan dalam pembangunan pesantren 
terpadu, rumah sakit syariah, pusat UMKM, lahan pertanian, hingga properti 
komersial (Mutiara, 2024). 

Berikut ini  adalah beberapa praktik  (best practices) dalam pengelolaan wakaf 
di Indonesia yang terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat, dampak 
ekonomi-sosial, partisipasi publik, serta sinergi lintas sektor, sebagaimana 
didukung oleh hasil-hasil penelitian terkini.  Rangkuman Praktik Pengelolaan Wakaf 
di Indonesia: 
1. Profesionalisasi nazhir dan Penguatan Tata Kelola. Pengelolaan wakaf yang 

menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen 
profesional terbukti meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, 
termasuk dalam konteks wakaf tunai dan wakaf produktif (Hasanah et al., 
2021; Triwibowo, 2020). 

2. Digitalisasi Wakaf dan Teknologi Informasi. Implementasi teknologi informasi 
seperti sistem e-wakaf, QR Code, hingga blockchain memberi kemudahan 
akses publik terhadap layanan wakaf serta transparansi pengelolaan aset 
wakaf (Mufid, 2024). 

3. Peningkatan Partisipasi Publik Melalui Inovasi Digital. Digitalisasi 
memperluas partisipasi masyarakat melalui aplikasi dan platform online, 
serta menjembatani generasi muda untuk berkontribusi dalam wakaf 
(Choirunnisak & Jihad, 2024). 

4. Sinergi Lintas Sektor dan Kelembagaan. Kolaborasi antara BWI, Kementerian 
Agama, ATR/BPN, hingga perbankan syariah dan fintech menciptakan 
ekosistem wakaf yang lebih sistemik dan efisien (Nuridah et al., 2023). 
Dalam konteks pengembangan wakaf produktif di daerah, peran Perwakilan 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat strategis 
sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan teknis di lapangan. 
Keberhasilan implementasi wakaf produktif sangat ditentukan oleh sinergi dan 
kolaborasi aktif antara PPAIW dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Nazhir lokal, 
serta masyarakat luas. Kolaborasi ini tidak hanya penting dalam hal pelaksanaan 
program, tetapi juga pada tahap perencanaan, edukasi, pengawasan, dan penguatan 
kapasitas nazhir. Penelitian yang dilakukan oleh Sobiyanto et al. (2023) 
menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai motor 
penggerak ekonomi daerah, khususnya melalui dukungan kebijakan dan sinergi 
lembaga lokal yang baik. Peran Wakaf dalam Membantu Pemulihan Ekonomi 
Nasional. Hal ini  juga ditegaskan dalam studi Al-Haddad & Islamiyah (2017) bahwa 
keterlibatan aktif nazhir dan fasilitasi digital oleh BWI berperan penting dalam 
inovasi dan transparansi pengelolaan wakaf di tingkat lokal. 
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Dengan demikian, perkembangan perwakafan nasional tidak dapat 
dipisahkan dari sejarah, regulasi, tantangan zaman, dan peluang strategis yang 
terus berkembang. Dengan memahami konteks ini, peserta diharapkan memiliki 
wawasan menyeluruh untuk mengambil peran aktif dalam membina, mengelola, 
dan mengembangkan wakaf secara profesional dan berdampak. 

L. Pengantar  Fasilitasi  Pembinaan  
Sesi ini adalah materi pembuka sebelum masuk ke materi umum dan materi inti. 
Materi pembuka terbagi menjadi 5 kegiatan utama, pertama yakni berupa 
perkenalan. Sesi perkenalan ini penting untuk membangun suasana yang hangat 
dan akrab antar peserta serta dengan fasilitator. Tujuannya adalah untuk 
menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kolaboratif. 

Kegiatan kedua berupa overview materi, yakni memberikan gambaran umum 
tentang topik-topik yang akan dibahas selama pembinaan. Ini membantu peserta 
memahami alur dan keterkaitan antar materi. Selain itu juga menjabarkan agenda 
lengkap untuk peserta, termasuk Waktu istirahat, sesi diskusi, dan aktivitas lainnya. 
Dengan agenda yang jelas, peserta dapat mengatur Waktu dan mempersiapkan diri 
dengan baik. 

Kegiatan ketiga berupa kontrak belajar, membuat kesepakatan mengenai 
aturan dan tata tertib selama pembinaan, seperti partisipasi aktif, menghargai 
pendapat orang lain, serta penggunaan gadget. Kontrak belajar ini  bertujuan untuk 
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. 

Kegiatan keempat berupa Pre-test dan Ekspektasi. Pre-test dilakukan untuk 
mengukur pemahaman awal peserta mengenai topik  yang akan dibahas. Hasil Pre- 
test ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian materi pembinaan. 
Sedangkan ekspektasi peserta memberikan kesempatan kepada peserta untuk 
menyampaikan harapan dan ekspektasi mereka terhadap kegiatan pembinaan. 
Fasilitator dapat menggunakan informasi ini  untuk menyesuaikan pendekatan dan 
materi agar sesuai dengan kebutuhan peserta. 

Kegiatan kelima berupa Ice Breaking dan Dinamika Kelompok. Ice Breaking 
bertujuan untuk mencairkan suasana, menghilangkan ketegangan, serta 
membangun interaksi positif antar peserta. Sedangkan dinamika kelompok yakni 
Latihan atau permainan yang dirancang untuk meningkatkan kerja sama tim, 
komunikasi, dan rasa saling percaya antar peserta. 

M. Tujuan  Materi  Pembinaan  
Adapun tujuan materi pembuka adalah sebagai berikut:  
1. Membangun Antusiasme. Materi pembuka yang menarik dan interaktif  dapat 

membangkitkan semangat peserta untuk mengikuti pembinaan dengan 
antusias. 

2. Menciptakan Koneksi. Sesi perkenalan dan Ice Breaking membantu peserta 
saling mengenal dan membangun jaringan. 

3. Memberikan Kejelasan. Overview materi dan agenda memberikan gambaran 
yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana pembinaan akan 
berjalan. 

4. Menetapkan Ekspektasi. Pre-test dan sesi ekspektasi membantu 
menyelaraskan harapan peserta dengan tujuan pembinaan. 
Dengan materi pembuka yang terstruktur dan disampaikan dengan baik, 

peserta akan merasa lebih siap, termotivasi, dan memiliki dasar yang kuat untuk 
mengikuti seluruh rangkaian pembinaan 
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N. Kriteria  Unjuk  Kerja  
1. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf 
2. Mengetahui perkembangan perwakafan nasional 
3. Memahami Peran, tugas, dan wewenang PPAIW 

O. Indikator  Unjuk  Kerja  
1. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf 
2. Mampu menjabarkan perkembangan perwakafan di Indonesia 
3. Mampu memberikan contoh peran tugas dan wewenang PPAIW 

P. Metode 
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan ini  meliputi:  
1. Gim Perkenalan 
2. Ice Breaking 
3. Diskusi interaktif  
4. Diskusi kelompok 
5. Curah pendapat 

Q. Waktu  
120 menit 

R. Perlengkapan  dan Bahan 
1. Kertas flip chart 
2. Spidol besar dan kecil 
3. Kertas meta plan/post-it  
4. Kertas HVS 
5. Materi Overview kegiatan dan alur pembinaan 
6. Susunan Acara acara pembinaan 

S. Susunan Acara Langkah-langkah  Fasilitasi  
Susunan acara kegiatan pembinaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.4. 

Tabel  2. 2. Langkah-Langkah Fasilitasi  Memahami  Pengetahuan Dasar 
Perwakafan  

No Waktu Aktivitas 

1 5 menit Pembukaan 
Fasilitator menyapa peserta dengan salam dan 
memperkenalkan diri, serta menyampaikan 
tugas dan perannya. 
Membuka dan mengajak peserta memulai sesi 
dengan membaca basmalah bersama-sama. 

2 10 menit Ice Breaking Pembuka: Bos Berkata 
Konsep Dasar 
Permainan "Bos Berkata" sangat sederhana, 
namun membutuhkan konsentrasi dan 
kecepatan dari para peserta. Inti dari permainan 
ini adalah mengikuti instruksi yang diberikan 
oleh "Bos", namun hanya jika instruksi  tersebut 
diawali dengan kata "Bos Berkata". Jika 
instruksi  
tidak diawali dengan "Bos Berkata", maka 
peserta tidak boleh melakukannya. 
Cara Bermain 
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No Waktu Aktivitas 
  Penunjukan Bos: Pilih satu orang untuk menjadi 

"Bos". Bos dapat dipilih secara sukarela, 
ditunjuk, atau diundi. 
Instruksi: Bos akan memberikan berbagai 
instruksi, baik yang logis maupun yang aneh. 
Contohnya: 
"Bos Berkata: Angkat tangan kanan!" 
"Bos Berkata: Sentuh hidung!" 
"Pegang telinga!" (tanpa "Bos Berkata") 
Reaksi Peserta: Peserta harus dengan cepat dan 
tepat mengikuti instruksi yang diberikan oleh 
Bos, namun hanya jika instruksi tersebut 
diawali dengan kata "Bos Berkata". Jika Bos 
memberikan instruksi tanpa "Bos Berkata", 
peserta tidak boleh bergerak atau melakukan 
apapun. 
Eliminasi: Peserta yang salah mengikuti 
instruksi (melakukan gerakan saat tidak ada 
"Bos Berkata" atau tidak melakukan gerakan 
saat ada "Bos Berkata") akan keluar dari 
permainan. 
Pemenang: Peserta terakhir yang bertahan 
menjadi pemenang. 
Tujuan Permainan 
Mencairkan Suasana 
Melatih Konsentrasi 
Meningkatkan Refleks 
Membangun Interaksi 

3 30 menit Materi Ice Breaking Perkenalan: Tetangga 
Sebelah 
Konsep Dasar 
Permainan "Tetangga Sebelah" adalah cara yang 
interaktif untuk saling mengenal nama dan 
sedikit informasi tentang peserta lain. 
Permainan ini melibatkan daya ingat dan 
kemampuan mendengarkan. 
Cara Bermain 
Duduk Melingkar: Semua peserta duduk 
membentuk lingkaran. 
Perkenalan Awal: Mulai dari satu orang, 
sebutkan nama Anda dan sesuatu tentang diri 
Anda (misalnya, hobi, makanan favorit, atau 
pengalaman menarik). Contoh: "Nama saya Ani, 
dan saya suka mendaki gunung." 
"Tetangga Sebelah": Orang di sebelah kanan Ani 
kemudian    memperkenalkan    "tetangga 
sebelahnya" (yaitu Ani) dengan mengulangi 
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No Waktu Aktivitas 
  nama dan informasi Ani, lalu menambahkan 

nama dan informasi tentang dirinya sendiri. 
Contoh: "Ini  Ani yang suka mendaki gunung, dan 
nama saya Budi, saya suka bermain sepak bola." 
Berlanjut: Orang berikutnya di sebelah kanan 
Budi memperkenalkan "tetangga sebelahnya" 
(yaitu Budi dan Ani) dengan mengulangi 
informasi mereka, lalu menambahkan nama dan 
informasi tentang dirinya sendiri. 
Terus Berputar: Permainan berlanjut hingga 
semua peserta memperkenalkan diri dan 
"tetangga sebelahnya" secara bergiliran. 
Tujuan Permainan 
Mengingat Nama 
Mengenal Peserta 
Mencairkan Suasana 
Membangun Interaksi 

4 30 menit Membuat Komitmen Belajar: Permainan Pohon 
Komitmen 
Konsep Dasar 
Pohon Komitmen adalah permainan visual yang 
melibatkan representasi grafis sebuah pohon. 
Setiap "daun" pada pohon tersebut berisi 
komitmen belajar yang dibuat oleh masing- 
masing peserta. Permainan ini bertujuan untuk 
memvisualisasikan komitmen belajar secara 
kolektif dan menciptakan rasa tanggung jawab 
bersama terhadap keberhasilan training. 
Cara Bermain 
Persiapan: 
Siapkan papan tulis atau kertas besar untuk 
menggambar pohon. 
Siapkan kertas kecil atau sticky notes 
berwarna-warni  sebagai "daun". 
Siapkan alat tulis. 
Menggambar Pohon: 
Fasilitator menggambar gambar pohon besar di 
papan tulis atau kertas besar. Pohon dapat 
digambar dengan sederhana, namun usahakan 
agar memiliki banyak cabang untuk 
menampung "daun" komitmen. 
Membuat Komitmen: 
Fasilitator menjelaskan apa itu komitmen 
belajar dan mengapa penting dalam training. 
Setiap peserta diberikan beberapa lembar 
kertas kecil atau sticky notes. 
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No Waktu Aktivitas 
  Setiap peserta menuliskan satu komitmen 

belajar mereka di setiap lembar kertas atau 
sticky notes. Komitmen belajar ini  sebaiknya 
spesifik, terukur,  dapat dicapai, relevan, dan 
terikat Waktu (SMART). Contoh: 
"Saya berkomitmen untuk aktif  bertanya dan 
berdiskusi selama training." 
"Saya berkomitmen untuk tidak menggunakan 
gadget saat sesi berlangsung." 
"Saya berkomitmen untuk menerapkan 
pengetahuan yang saya dapatkan dari training 
dalam pekerjaan saya." 
Menempelkan "Daun" Komitmen: 
Setelah menuliskan komitmen mereka, setiap 
peserta secara bergantian menempelkan kertas 
atau sticky notes tersebut di cabang-cabang 
pohon yang telah digambar. 
Saat menempelkan "daun" komitmen, peserta 
dapat menjelaskan secara singkat komitmen 
yang mereka buat. 
Tujuan Permainan 
Memvisualisasikan Komitmen 
Meningkatkan Kesadaran 
Menciptakan Rasa Tanggung Jawab 
Membangun Suasana Positif 

5 30 menit Overview Kegiatan Pembinaan 
Fasilitator menjelaskan overview kegiatan dan 
alur kegiatan kemudian memberikan 
kesempatan kepada peserta untuk menanggapi. 
Setelah itu fasilitator meminta kesepakatan 
dengan peserta terkait Susunan Acara kegiatan. 
Beri   semangat   kepada   peserta   untuk 
berkomitmen melaksanakan kontrak belajar 
yang sudah disepakati. 

6 15 menit Pre-test 
Pre-test atau tes awal dalam pembinaan wakaf 
memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: 
Mengukur Pemahaman Awal Peserta: Pre-test 
membantu mengidentifikasi sejauh mana 
pemahaman awal peserta tentang regulasi 
wakaf, kelembagaan BWI, nazhir dll. Hal ini 
penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
peserta sebelum peLatihan dimulai. 
Mengidentifikasi Kebutuhan Pembelajaran: 
Dengan mengetahui tingkat pemahaman 
peserta, Pre-Test membantu mengidentifikasi  
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No Waktu Aktivitas 
  area mana saja yang perlu mendapatkan 

penekanan lebih dalam materi pembinaan. 
Evaluasi Awal Efektivitas Training: Hasil Pre- 
Test dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 
awal terhadap efektivitas pembinaan. Dengan 
membandingkan hasil Pre-Test dan Post-Test 
(tes akhir), kita dapat melihat sejauh mana 
pembinaan telah meningkatkan pemahaman 
peserta. 
Persiapan Materi: Hasil Pre-Test dapat 
membantu fasilitator atau pengajar dalam 
menyesuaikan materi training agar lebih 
relevan dengan kebutuhan dan tingkat 
pemahaman peserta. 
Penutupan 
Fasilitator menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada peserta yang telah bekerja sama dengan 
baik dan berpartisipasi aktif dalam sesi ini. 
Tekankan bahwa kerja sama sangat diperlukan 
agar proses pembinaan berjalan lancar, 
kondusif,  menyenangkan  dan  hasil  belajar 
menjadi optimal. 

 120 menit  

T. Latihan  
1. Jelaskan pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang- 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Apa persamaan dan 
perbedaannya? 

2. Sebutkan dan jelaskan fungsi sosial serta fungsi ekonomi wakaf dalam 
kehidupan masyasrakat. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya. 

Kunci  Jawaban 
1. Pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Apa persamaan dan perbedaannya? 
a. Menurut Hukum Islam 

Wakaf adalah menahan suatu benda (harta) yang dapat diambil 
manfaatnya tanpa mengurangi fisik harta tersebut, dan menyalurkan 
manfaatnya untuk kepentingan di jalan Allah (fi sabilillah). Artinya, 
harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, dan 
manfaatnya diberikan untuk tujuan ibadah atau sosial. 

b. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 
1 ayat 1): 
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka Waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Persamaan 
a. Keduanya menekankan pada penahanan harta pokok dan pemanfaatan 

hasilnya untuk tujuan ibadah dan sosial. 
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b. Sama-sama menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dialihkan 
kepemilikannya, serta harus dikelola sesuai prinsip syariah. 

Perbedaan 
a. Dalam hukum Islam, penjelasan wakaf lebih bersifat normatif dan bersandar 

pada prinsip amal jariyah, tanpa pembatasan formal tertentu. 
b. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, definisi wakaf 

lebih legal-formal, termasuk pengakuan atas wakaf sementara (jangka Waktu 
tertentu) dan mencakup berbagai bentuk harta (benda bergerak dan tidak 
bergerak), serta prosedur hukum administratif. 
1. Fungsi sosial serta fungsi ekonomi wakaf dalam kehidupan masyarakat. 

Berikan masing-masing satu contoh penerapannya 
a. Fungsi Sosial Wakaf 

Wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mendukung 
pelayanan publik berbasis keagamaan dan kemasyarakatan. Wakaf berperan 
sebagai bentuk amal jariyah yang dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan umat, khususnya dalam bidang pendidikan, keagamaan, 
kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. 

Contoh Penerapan: Pembangunan masjid, madrasah, atau pesantren di 
atas tanah wakaf yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh 
masyarakat, tanpa pungutan biaya. 

b. Fungsi Ekonomi Wakaf: 
Selain fungsi sosial, wakaf juga memiliki fungsi ekonomi. Wakaf produktif 
dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat finansial yang dapat 
digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pemberdayaan 
masyarakat. Wakaf berkontribusi  dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan 
lapangan kerja, dan peningkatan kemandirian ekonomi umat. 

Contoh Penerapan: Pengelolaan lahan wakaf sebagai kebun atau 
pertanian produktif, di mana hasil panennya digunakan untuk mendanai 
beasiswa santri, membantu fakir  miskin, atau menopang operasional lembaga 
pendidikan Islam. 

U. Umpan Balik  
Setelah mempelajari pengetahuan dasar perwakafan, peserta diharapkan mampu 
memahami konsep, fungsi, dan tujuan wakaf serta peran strategisnya. Pemahaman 
ini menjadi dasar dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengelolaan wakaf. 
Sebagai tindak lanjut, peserta dapat menerapkan materi dalam mendukung tata 
kelola wakaf yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. 
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BAB III  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF 
 
A. Ringkasan 

Bab ini membahas berbagai aspek penting terkait regulasi pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf dalam sistem hukum nasional. Pembahasan 
mencakup jenis-jenis regulasi perwakafan, hirarki  dan relasi antar peraturan, serta 
peran strategis regulasi dalam tata kelola wakaf. Selain itu, bab ini juga membahas 
potensi permasalahan akibat lemahnya pemahaman terhadap regulasi, serta 
keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola dan menerapkan ketentuan 
hukum secara tepat. 

Selanjutnya, dijelaskan pula prospek harmonisasi regulasi yang lebih efektif 
untuk mendukung tata kelola wakaf yang transparan dan profesional. Sebagai 
penutup, bab ini menyajikan pengantar terhadap fasilitasi pembinaan, yang 
menjadi bagian integral dalam peningkatan kapasitas PPAIW terkait pemahaman 
dan implementasi regulasi perwakafan. 

B. Jenis Regulasi Perwakaf an dalam Sistem Hukum  Nasional  
Dalam pengelolaan wakaf, pemahaman terhadap jenis-jenis regulasi sangat 

penting untuk memastikan setiap tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur. 
Regulasi perwakafan di Indonesia tidak hanya terbatas pada Undang-Undang, 
tetapi meliputi berbagai lapisan peraturan yang saling terkait dan membentuk 
sistem hukum yang utuh. 
Tabel 3. 1. Regulasi Perwakafan di Indonesia 
Jenis Regulasi Deskripsi  

Undang-Undang (UU) Sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem 
perwakafan, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf. 

Peraturan  Pemerintah 
(PP) 

Menjabarkan pelaksanaan UU secara lebih teknis, 
seperti PP No. 42 Tahun 2006. 

Peraturan  Menteri  Dikeluarkan oleh Kementerian terkait, seperti 
Kementerian Agama, untuk teknis operasional di 
lapangan. 

Peraturan  BWI Berisi kebijakan dan pedoman teknis dari Badan 
Wakaf Indonesia sebagai lembaga pelaksana 
pengembangan wakaf. 

Keputusan  Bisa berasal dari BWI atau instansi lain, bersifat 
penugasan atau pengesahan. 

Perdirjen,  Instruksi, 
dan Surat Edaran 

Merupakan bentuk regulasi administratif yang 
digunakan untuk menjabarkan kebijakan secara 
operasional, terutama di tingkat pelaksana seperti 
KUA. 

 
C. Hirarki  dan Relasi Antar  Regulasi 

Hirarki  peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur  dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Hirarki ini penting agar 
regulasi yang dibentuk memiliki  kepastian hukum, tidak tumpang tindih,  dan saling 
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mendukung satu sama lain. 
Hirarki  peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 
2. Undang-Undang (UU) /  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu) 
3. Peraturan Pemerintah (PP) 
4. Peraturan Presiden (Perpres) 
5. Peraturan Menteri /  Lembaga (Permen /  Perka /  Perbadan /  dll)  
6. Peraturan Daerah (Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

Dalam konteks pengelolaan wakaf, masing-masing tingkatan regulasi 
memiliki fungsi sebagai berikut: 
1. Undang-Undang (UU). UU memberikan dasar hukum tertinggi setelah UUD 

untuk pengaturan wakaf. Contohnya adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf, yang menjadi payung hukum utama dalam penyelenggaraan wakaf di 
Indonesia. Selanjutnya, penetapkan prinsip-prinsip pokok, seperti definisi 
wakaf, syarat nadzir, jenis harta wakaf, dan mekanisme peralihan. 

2. Peraturan Pemerintah (PP). PP menjabarkan dan mengatur ketentuan teknis 
pelaksanaan dari UU. Misalnya: PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur lebih rinci mengenai tata 
cara perwakafan, pencatatan, hingga pengelolaan harta wakaf. PP ini 
berfungsi untuk menyambungkan norma umum dalam UU dengan realitas 
implementasi di lapangan. 

3. Peraturan Presiden (Perpres). Perpres dapat dibentuk untuk mengatur lintas 
kementerian atau penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan wakaf, 
misalnya penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau digitalisasi 
wakaf. 

4. Peraturan Menteri (Permen). Permen bersifat lebih teknis dan spesifik. 
Contoh: Permen Agama RI yang mengatur tentang tata cara pendaftaran 
nadzir, laporan pengelolaan wakaf, sertifikasi tanah wakaf, dan lain-lain. 
Selanjutnya, memberikan arahan administratif kepada aparatur pelaksana, 
khususnya Kementerian Agama sebagai pembina wakaf. 

5. Peraturan Daerah (Perda). Beberapa daerah mengatur pelaksanaan wakaf 
melalui Perda, menyesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan 
kebutuhan lokal. Misalnya Perda tentang pengelolaan tanah wakaf, 
pengawasan wakaf produktif, atau kerja sama dengan lembaga keuangan 
syariah daerah. 
Relasi Antar Regulasi adalah berkaitan dengan kesinambungan dan 

pembagian peran. Pertama, kesinambungan hukum. UU memberikan kerangka 
normatif, sementara PP dan Perpres bertugas menerjemahkan norma ke dalam 
bentuk teknis operasional. Permen dan Perda mengatur pelaksanaan praktis di 
lapangan (Mulyani, 2020). 

Kedua, pembagian peran. Setiap regulasi memiliki ruang lingkup dan 
kewenangan masing-masing. Permen tidak boleh bertentangan dengan UU dan PP. 
Hirarki ini menjamin koordinasi lintas level secara legal dan fungsional 
(Yusdheaputra, 2023). 

Dengan demikian, hirarki  dan relasi antar regulasi dalam konteks pengelolaan 
wakaf dapat memberikan beberapa implikasi. Pertama, Mencegah Tumpang Tindih 
Kebijakan. Dengan memahami hirarki ini, setiap pelaku wakaf, baik nadzir, wakif, 
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Relasi Antar  Regulasi adalah  berkaitan  dengan kesinambungan  dan 
pembagian peran  

maupun pemerintah daerah, dapat menjalankan fungsi dan perannya tanpa 
melanggar ketentuan yang lebih tinggi. 

Kedua, Menjamin Kepastian Hukum. Regulasi yang terstruktur memudahkan 
proses Sertifikasi tanah wakaf, Perubahan status harta waka, Pengelolaan wakaf 
produktif, serta Audit dan pengawasan nadzir. Ketiga, Mendukung Kolaborasi 
Multi -Instansi. Misalnya dalam wakaf tunai atau wakaf melalui lembaga keuangan, 
dibutuhkan sinergi antara Kemenag, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BWI, dan 
lembaga keuangan. Perpres atau PP berperan sebagai jembatan koordinasi. 

Pemahanan terhadap hirarki dan relasi antar regulasi dalam pengelolaan 
wakaf sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran hukum, 
maupun kebijakan yang saling bertentangan. Dengan demikian, regulasi bukan 
hanya alat hukum, tetapi juga instrumen penguatan tata kelola wakaf nasional 
menuju kebermanfaatan sosial yang lebih luas. 

D. Peran Regulasi dalam  Tata Kelola  Wakaf 
Regulasi berperan sebagai pedoman operasional yang fundamental dalam 
pengelolaan wakaf. Dengan adanya aturan yang jelas dan terstruktur,  PPAIW dapat 
menjalankan tugas dan kewenangannya secara legal, terarah, dan akuntabel. 
Regulasi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap aset 
wakaf, guna mencegah terjadinya konflik, penyalahgunaan, maupun sengketa yang 
dapat merugikan tujuan wakaf. 

Ketaatan terhadap regulasi mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum 
terhadap pihak-pihak yang terlibat  dalam wakaf, khususnya wakif  (pemberi wakaf) 
dan ÍÁÕÑÕÆ ȬÁÌÁÉÈ (penerima manfaat wakaf). Dengan demikian, regulasi tidak 
hanya memastikan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan 
dan keberlanjutan pengelolaan wakaf dalam jangka panjang. 

E. Potensi  Masalah Akibat  Lemahnya Pemahaman Regulasi 
Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dalam pengelolaan wakaf dapat 
menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum, administratif, 
maupun sosial. Ada 4 (empat) potensi masalah yang dapat timbul  akibat kurangnya 
pemahaman terhadap regulasi dalam pengelolaan wakaf. 
1. Wakaf Tidak Tercatat Secara Sah. Ketidaktahuan terhadap prosedur hukum 

dapat menyebabkan wakaf tidak dicatat secara resmi melalui akta ikrar 
wakaf. Akibatnya, harta benda wakaf tidak memperoleh perlindungan hukum 
yang memadai dan rawan disalahgunakan atau diklaim pihak lain. 

2. Konflik Status Tanah Wakaf. Lemahnya pemahaman tentang regulasi 
pertanahan dan perwakafan dapat memicu sengketa kepemilikan atau status 
tanah antara keluarga pewakaf, nazhir, maupun pihak ketiga, terutama jika 
tidak disertai sertifikat w akaf yang sah. 

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Wakaf Uang. Pengelolaan wakaf uang 
tanpa mengacu pada pedoman resmi yang ditetapkan oleh Kementerian 
Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat menimbulkan 
penyimpangan, baik dari segi syariah maupun tata kelola keuangan. 

4. Kesalahan Administratif. Misalnya, terjadi penunjukan nazhir yang tidak 
memiliki sertifikasi atau belum mendapatkan pembinaan, sehingga tidak 
memenuhi syarat legalitas dan kapasitas untuk mengelola harta wakaf secara 
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amanah dan profesional. 
F. Keterampilan  Penting  dalam  Mengelola  Regulasi 

Agar mampu mengimplementasikan peraturan perwakafan secara benar dan 
efektif, PPAIW perlu memiliki sejumlah keterampilan strategis. Keterampilan ini 
tidak hanya bersifat administratif,  tetapi juga mencakup aspek interpretasi  hukum 
dan koordinasi lintas lembaga. 

Ada 5 keterampilan penting dalam mengelola regulasi. 
1. Pemahaman Regulasi. PPAIW harus mampu membaca dan menafsirkan 

berbagai peraturan, mulai dari UU, PP, hingga pedoman teknisɂuntuk 
menghindari kesalahan prosedural dalam proses wakaf. 

2. Adaptasi Kontekstual. PPAIW perlu menyesuaikan pelaksanaan regulasi 
dengan kondisi sosial dan administratif daerah, tanpa menyimpang dari 
ketentuan hukum nasional. 

3. Koordinasi Lintas Lembaga. Kemampuan menjalin kerja sama dengan BPN, 
Pemda, Kementerian Agama, dan lembaga keuangan sangat penting untuk 
kelancaran pelaksanaan wakaf. 

4. Penyusunan Dokumen Hukum. PPAIW wajib menyusun dokumentasi wakaf 
secara lengkap dan sah, mencakup akta, data wakif-nadzir, serta informasi 
objek wakaf sesuai aturan yang berlaku. 

G. Prospek  Harmonisasi  Regulasi dan Tata Kelola  Wakaf 
Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi, pengelolaan wakaf di masa depan 
dapat dilakukan secara lebih terstruktur, profesional, dan adaptif. Penguatan sistem 
regulasi dan digitalisasi layanan wakaf akan mendukung: 
1. Peningkatan kepercayaan masyarakat, 
2. Integrasi data wakaf nasional, 
3. Kemudahan dalam sertifikasi dan pemanfaatan aset wakaf, 
4. Kolaborasi yang sehat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. 

H. Pengantar  Fasilitasi  Pembinaan  
Materi ini disampaikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan wakaf, khususnya yang mengatur tugas 
dan peran PPAIW. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam 
menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pengelolaan wakaf 
sehari-hari. Mendorong diskusi dan pertukaran informasi antar peserta mengenai 
tantangan dan peluang dalam implementasi peraturan perundang-undangan 
wakaf. 

Selain itu juga terdapat materi pengetahuan dasar perwakafan. Materi ini 
memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan wakaf yang 
sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai 
konsep dasar, rukun, syarat, dan jenis-jenis wakaf. 

I. Tujuan  Materi  Pembinaan  
Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu: 
1. Memahami regulasi dan kebijakan wakaf di Indonesia 
2. Memahami perkembangan terkini  wakaf di Indonesia 
3. Memahami wakaf sebagai solusi pembangunan berkelanjutan. 

J. Kriteria  Unjuk  Kerja  
1. Memahami beragam jenis peraturan perwakafan. 








































































































































































